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AbstrakArtikel ini memeriksa tentang persoalanpengejawantahan etika publik oleh pejabatpublik yang disinyalir akan berdampakterhadap kualitas penyelenggaraanpelayanan publik. Persoalan tersebutmenunjukkan adanya keselarasanpenerapan etika publik akan menentukanbagaimana nilai kualitas penyelenggaraanpelayanan oleh pejabat publik. Namunpermasalahannya adalah apakah parapejabat publik sesungguhnya menerapkannilai-nilai etika ataukah nir-etika dalampelayanan publik terhadap seluruhmasyarakat? Lokus yang tim penulis lacakterfokus pada penyelenggaraan pelayananpublik di lingkungan pemerintahanKabupaten Tangerang, Provinsi Banten.Dalam memeriksa hal tersebut, kamimenggunakan kerangka teori Etika Publikdan Pelayanan Publik sebagai pisauanalisa. Adapun metode penelitiannyamenggunakan metode kualitatif deskriptif.Dengan varian ini akan mampumenyajikan persoalan secara deskriptifterkait dengan pokok permasalahan.Selanjutnya, tulisan ini sesungguhnyamembuktikan adanya pengaruhpenerapan etika terhadap kualitaspelayanan publik. Sayangnya, tim penulis

mendapati bahwa kualitas pelayananpublik di lingkungan KabupatenTangerang masih kurang optimal dalammemanifestasikan etika publik.
Kata Kunci: Etika Politik, Pejabat Publik,Pelayanan Publik, Nir-Etika
Ethics of Public Officials and Quality of
Public Services in Tangerang District

Government

Abstract
This article examines the issue of
manifesting public ethics by public officials
who allegedly will have an impact on the
quality of the implementation of public
services. The issue shows the alignment of
the application of public ethics will
determine how the value of service quality
by public officials. But the problem is
whether public officials actually apply
ethical values or nir-ethics in public services
to all citizens? The writer's team
determined a locus focused on public
services within the Tangerang Regency,
Banten Province. In examining this issue, we
use the theoretical framework of Public
Ethics and Public Service as a tool for its
analysis. The research method uses
descriptive qualitative methods, with this
variant will be able to present problems
descriptively related to the subject matter.
Furthermore, this paper actually proves the
effect of applying ethics to the quality of
public services. As a result, we find that the
quality of public services in Tangerang
Regency government has not been optimal
in manifesting public ethics.
Keywords: Political Ethics, Public Officials,
Public Services, Nir-Ethics
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A. PENDAHULUANEtika publik menjadi aspek yangsangat penting untukmenyelenggarakan pelayanan publikyang optimal kepada masyarakat.Penerapan etika publik memilikidampak yang besar bagi kualitaspelayanan publik, Namunpermasalahannya di Indonesia parapejabat publik yang memiliki tugassebagai penyelenggara pelayananpublik kerap kali abai terhadappenerapan etika. Tentu sajakonsekuensi logis dari keadaan iniadalah terjadinya degradasi kualitaspelayanan publik di Indonesia.buruknya kualitas pelayanan publiksecara pararel akan berimbas padaterabaikannya hak-hak darimasyarakat untuk mengakses layananpublik. Dampak yang lebih mengerikandari minimnya penerapan etika olehpejabat publik adalah tindakanmelanggar aturan oleh sejumlahpejabat publik karena praktik nir-etikayang terjadi membuat pejabat publikgagal memisahkan mana kepentinganpublik yang harus diprioritaskan danmana kepentingan pribadi ataukelompok. Tercampurnya kepentinganitu membuat kepentingan publik keraptersisih dan pada akhirnya yangdirugikan adalah masyarakat.Sebagaimana disampaikan oleh(Kusumawati, 2019) bahwa

permasalahan pada pejabat publikkhususnya dalam pelayanan publik diIndonesia adalah permasalahan etika,bahkan tindakan pidana sepertiKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)bersumber dari perilaku nir-etika.Hal demikian itu, diperkuatdengan beberapa temuan dari hasilpenelusuran (Sommaliagustina, 2019)yang mengungkap praktik nir-etikaoleh para pejabat publik. Diamengatakan bahwa tingginya angkaoperasi tangkap tangan oleh KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) daritahun 2005 sampai saat ini terdapatratusan kepala daerah dan pejabatpublik menjadi tersangka praktik KKN.Praktik nir-etikanya beragam mulaidari gratifikasi perijinan, kasus tenderproyek, pengadaan barang/jasa,penyusunan anggaran dan seterusnya.Tanpa pengejawantahan praktik etikapublik, para pejabat publik cenderunglarut dalam praktik nir-etika sepertimemanfaatkan dan menyalahgunakankekuasaan dan kewenangannya untukkepentingan pribadi maupunkelompoknya. Berikut di bawah inibeberapa data yang dilansir oleh
Indonesian Corruption Watch (ICW)tahun 2019 mengenai lembaga publikdan aktor pejabat publik yangterindikasi melakukan tindak korupsiyang artinya mereka melakukanpelayanan publik yang nir-etika.
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Gambar 1. Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga (10 Besar)Sumber: Indonesian Coruption Watch [ICW], 2019Permasalahan etika yangmenjangkiti pejabat publik diIndonesia parahnya tidak hanya terjadipada level nasional melainkan jugapada level lokal yaitu pemerintahandaerah baik di tingkat provinsimaupun kabupaten/kota. Di ProvinsiBanten misalnya sejumlahpermasalahan yang terjadi juga tidakterlepas dari terabaikannya etika olehpejabat publik sebagai penyelenggarapelayanan terhadap publik. Dikutipdari (Sindonews.com, n.d.) bahwapraktik nir-etika di provinsi tersebutdapat ditemui pada muncul danterkonsolidasinya dinasti politikChasan Sochib. Tindakan memobilisasikeluarga untuk menduduki jabatanpolitik dan menguasai daerah tertentudianggap bertentangan dengan nilaietika demokratisasi. Ternyata benar

terjadi ketika anggota dinasti tersebutsatu-persatu terbukti melakukantindakan pidana Korupsi. Dengancontoh konkrit tersebut kita tidakragukan lagi bahwa sesungguhnyaperan etika sangat penting danperilaku pejabat publik yang nir-etikatidak hanya berimbas pada buruknyakualitas pelayanan publik melainkanbisa menimbulkan tindakan pidanayang merugikan masyarat. Padabanyak kasus korupsi di ProvinsiBanten, kita bisa melihat bagaimanapejabat publik yang berpraktik nir-etika terlihat gagal memisahkankepentingan publik dengankepentingan pribadi atau kelompoknyasaja sehingga justru berdampak padarendahnya kualitas pelayananterhadap masyarakat yang sangatmembutuhkan kehadiran negara.
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Gambar 2. Kasus Korupsi Berdasarkan AktorSumber: Indonesian Corruption Watch [ICW], 2019Mengingat pentingnya penerapanetika oleh pejabat publik terkhususdalam pelayanan publik, maka kamitertarik untuk melihatnya secara lebihempirik pada etika pejabat publik dilingkungan pemerintahan KabupatenTangerang, Banten. Pasalnya adabeberapa indikator yang menunjukanbahwa etika publik di KabupatenTangerang cukup baik, misalnyadidapatinya beberapa penghargaanterkait pelayanan publik dan prestasilainnya dalam penyelenggaraanpemerintahan.Adapun beberapa prestasi yangdiperoleh Kabupaten Tangerang sepertipada November 2019 KabupatenTangerang mendapatkan penghargaandalam hal pelayanan publik dariKementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi(KemenpanRB) Republik Indonesia. Disamping itu, dikabarkan juga oleh media

daring (Bantenhits.com, n.d.) pada 2019Kemenpan RB tetapkan SP4N-LAPORKabupaten Tangerang sebagaipercontohan Nasional. Sebelumnya,pada tahun 2017 Kabupaten Tangerangjuga pernah berhasil meraih Award Top
40 atas Inovasi Pelayanan Publik(Kabar-banten.com, n.d.)Atas dasar beberapa pencapaianprestasi di bidang pelayanan publikitulah kami tertarik untuk mengetahuisebenarnya bagaimana pelayananpublik di Kabupaten Tangerang denganmengambil persepsi dari masyarakatdan media massa yang lebih netral. Kamijuga ingin membongkar bagaimanapraktik manifestasi etika pejabat publikdalam pelayanan publik di daerahtersebut. Di sini kami akan membedahapakah sejumlah prestasi itu diperolehdengan disertai penerapan etika yangbaik atau jangan-jangan masih banyakperilaku dan praktik nir-etika para
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pejabat publiknya yang tersamarkanoleh penghargaan tersebut. Kami jugaakan membongkar apakah perilaku nir-etika dapat menyelundup ke dalamprestasi dan penghargaan yangdiperoleh oleh pemerintah daerah ini.Artinya relevansi antara penerapanetika atau nir-etika akan memunculkanpenilaian baik atau buruknya kualitaspelayanan publik. Maka dari itu, kamiakan menelaah secara lebih mendalamkarena sebagaimana disampaikansebelumnya bahwa penerapan praktiknir-etika tidak mungkin menghasilkanpelayanan publik yang berkualitas.Tentu saja fokus kami bukan untukmenguji kredibilitas dari penghargaandan prestasi itu, melainkan untukmelihat muatan etika pejabat publik dankorelasinya dengan kualitas pelayananpublik yang diselenggarakannya.Dalam membedah tentang lakuetika pejabat publik dan kaitannyadengan kualitas pelayanan publikbeberapa penelitian sejenis pernahdilakukan oleh beberapa peneliti danmendapatkan temuan-temuan yangmenarik. Seperti riset yang pernahdilakukan oleh (Bisri, et. al., 2019) yangmenelaah tentang etika pelayananpublik di Indonesia, hasilnya iamenemukan bahwa permasalahanmendasar dalam proses pelayananpublik di Indonesia adalah tentang etika.Penyebabnya adalah karena tidak adastandar universal tentang norma atauetika serta sanksi yang mengatur secarakhusus untuk pelanggaran yangdilakukan aparat dalam pelayanan

publik. Kemudian (Kusumawati, 2019)dalam risetnya membedah persoalantentang harmonisasi antara etika publikdengan kebijakan publik. Iamengungkap temuan risetnya adalahbahwa ketika pejabat publik tidakmampu memisahkan secara tegas antaradomain publik dan pribadi, maka akanberkorelasi negatif terhadp pelayananpublik. Penelitian sejenis juga dilakukanoleh (Zega, 2018) yang berusahamenggali penerapan etika birokrasidalam pelayanan publik pada DinasKependudukan dan Pencatatan SipilKota Gunungsitoli. Hasil risetnya ialahmengungkap temuan bahwa perilakuetika birokrasi pada pelayanan publik disana terbilang cukup baik karenamendapatkan respon kepuasan darimasyarakat.Dari ketiga kajian tersebutsetidaknya terlihat perbedaan denganpenelitian yang kami kerjakan danmemiliki kebaruan karena menyoal adaatau tidaknya keselarasan penerapanetika publik dalam menentukan kualitaspenyelenggaraan pelayanan oleh pejabatpublik. Pokok permasalahan yang kamifokuskan adalah menyelisik tindakanpara pejabat publik di lingkunganpemerintahan Kabupaten Tangerangsesungguhnya mengaplikasikan nilai-nilai etika ataukah nir-etika dalampelayanan publik terhadap seluruhmasyarakat.Dengan demikian, mengetahuipengaruh dari etika pejabat publikterhadap pelayanan yang diberikanmenjadi hal yang sangat penting karena
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jika terdapat hubungan yang signifikanantara laku etika pejabat dengan tingkatpelayanan publik maka akan munculfakta ilmiah baru bahwa pelayananpublik tidak dapat lepas dari etikapejabat publik. Sehingga jika demikianadanya maka evaluasinya adalahmeningkatkan pelayanan publik harusdibarengi pula dengan peningkatan lakuetika yang terukur bagi para pejabatpubliknya. Namun jika sebaliknyabahwa laku etika pejabat publik tidakmemiliki pengaruh terhadap tingkatpelayanan publik maka ini juga akanmemunculkan fakta ilmiah baru bahwakualitas pelayanan publik tidakdipengaruhi oleh etika pejabatnyamelainkan oleh faktor lain yang harusditelaah dan dimaksimalkan agarterwujud pelayanan publik yangberkualitas.
B. TEORI (Literature Review)
1. Etika PublikSebelum menjelaskan konsepsietika publik, kami menilai sangat perlujuga menyajikan penjabaran mengenaimakna konseptual dan operasionaltentang etika. Franz Magnis Susenomenyebut pemaknaan secara konsepdan praktiknya, etika terbagi menjadidua, yaitu (1) etika umum yangmemeriksa prinsip atau nilai dasar bagisegenap perilaku atau tindakan manusiadan (2) etika khusus yang menjabarterkait prinsip-prinsip atau nilai atasperilaku atau tindakan manusia dalamkorelasinya dengan kewajiban manusia

dalam berbagai lingkup kehidupannya(Suseno, 2018).Selanjutnya, bila mengacu padapendapat (Bertens, 2013) pemaknaanmengenai etika dapat digolongkanmenjadi tiga arti, yaitu: “[1]…nilai-nilai
dan norma-norma moral yang menjadi
pegangan bagi seseorang atau suatu
kelompok dalam mengatur tingkah
lakunya. [2]…kumpulan asas atau nilai
moral. Yang dimaksud di sini adalah kode
etik. [3]…ilmu tentang yang baik atau
buruk.” Dia kemudian melanjutkanpenjelasannya bahwa di dalam etikabiasanya terdapat kesatuan makna yangmelekat dengan hati nurani. Hati nuraniini merupakan bagian yang ada dalamdiri setiap manusia yang menilai tentangmoralitas perbuatannya maupunmanusia lain.Lebih lanjut, tidak mengikuti hatinurani berarti menghancurkanintegritas pribadi kita dan mengkhianatimartabat terdalam kita. Dapat dikatakanjuga, hati nurani adalah kesadaranmoral: “instansi” yang membuat kitamenyadari baik atau buruk (secaramoral) dalam perilaku kita. Dengandemikian hati nurani berkaitan eratdengan kenyataan bahwa manusiamempunyai kesadaran. (Bertens, 2013)Maka dari itu, praktik etika yangmengedepankan hati nurani akanmampu mengejawantahkan nilai-nilaiatau norma-norma berkelakuan yangpositif dan elok. Dengan begitu, etikaakan mampu mengarahkan pada praktikkeajegan sosial yang penuh harmoni.Apabila mengaitkan dengan praktik
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etika umum dan khusus tersebut denganetika publik yang seyogyanyaditerapkan dan dijalankan oleh parapejabat publik di negara ini maka tidakmungkin tidak kemaslahatan,kesejahteraan dan keadilan sosial akanterwujud di negara ini.Daripada itu, maka pada bagianini kami akan coba menyajikan konsepsitentang etika publik. Kami melandaskankonsepsi pemaknaan etika publik padaformulasi yang sudah dirancang oleh(Haryatmoko, 2011), yang menyebutbahwa etika publik ini sesungguhnyamenegaskan pada standard dalammenentukan bahkan menilai suatutindakan pejabat publik itu baik atauburuk di dalam ranah pelayanan publik.Selanjutnya, ia menjelaskan tentangtujuan etika publik yaitu untukmenjamin integritas para pejabatpemerintahan dalam menyelenggarakanpelayanan publik bagi semuamasyarakat. Dia juga menyatakanbahwa etika publik ini mendorong tigakompetensi seorang pejabat publik,yaitu: (1) kompetensi etika; (2)kompetensi teknis; dan (3) kompetensikepemimpinan. Pertama, kompetensietika yang dimaknai sebagai muatanutama dan pertama bagi praktik etikapublik. Artinya para pejabat publiksesungguhnya perlu memahami danmempraktikkan nilai-nilai dan norma-norma etika dalam melayani segenapkehendak masyarakat. Kedua,kompetensi teknis merupakankemampuan para pejabat publik dalammenjalankan Standard Operasional

Procedure (SOP) yang mengedepankansisi etika humanis dibanding sisi etikabirokratis yang kaku. Ketiga,kompetensi kepemimpinan (leadership)mengacu pada kemampuan seorangpemimpin atau pejabat publik dalammendorong jajarannya mewujudkanpelayanan publik yang prima danberintergritas.Kemudian, berdasar padaeksplorasi itu, kami menilai bahwaketiga kompetensi tersebut merupakanbagian yang terintegral dalammengejawantahkan praktik etika publikbagi para pejabat pemerintahan dalampelayanan urusan publik kepadasegenap masyarakat. Maka kalau sajaimplementasi etika publik oleh parapejabat publik dalam penyelenggaraanurusan kemasyarakatan dijalankansecara massif, diharapkan mampumendorong kemaslahatan bersama.Namun sayangnya, tidak sedikit pejabatpublik justru mempraktikkan laku nir-etika publik dalam melayani urusankemasyarakatan. Alhasil, praktik nir-etika memunculkan sejumlah momokmenakutkan seperti maraknya korupsi,kolusi dan nepotisme, pelayanan yangtidak berkeadilan dan patologi birokrasiserta penyalahgunaan wewenang (abuse
of power). Oleh sebab itu, urgensipenerapan etika publik yang terincipada tiga kompetensi etika, teknis dankepemimpinan sepatutnyadimanifestasikan oleh segenap pejabatpublik. Maka sudah sepatutnya timpenulis menjadikan ketiga kompetensitersebut dijadikan sebagai pisau analisa
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dalam menilai pengaruh praktik etikapejabat publik dalam penyelenggaraanlayanan kemasyarakatan di lingkunganpemerintahan Kabupaten Tangerang.
2. Kualitas Pelayanan PublikKualitas pelayanan menurutBrady dan Conin (dalam Rezha, et. al.,2013) adalah perbandingan antara apayang didapatkan penerima layanandengan harapan yang diinginkan olehpenerima layanan tersebut. Artinyakualitas layanan dapat dinilai dari apayang diinginkan oleh penerima layanantersebut. Bersandar pada formulasitersebut, maka bila apa yang didapatkanoleh penerima layanan sesuai denganapa yang mereka harapkan makakualitas layanan publik bisa dikatakanbaik. Adapun menurut (Pasolong, 2007)mengatakan bahwa untuk menilai baikburuknya suatu pelayanan publik yangdiberikan oleh para pejabat publik dapatdilihat dari baik buruknya penerapanlima indikator di bawah ini, yaitu a)Efisiensi, yaitu para birokrat tidak borosdalam melaksanakan tugas-tugaspelayanan kepada masyarakat. Dalamartian bahwa para birokrat secaraberhati-hati agar memberikan hasil yangsebesar-besarnya kepada publik; b)Efektivitas, yaitu pada birokrat dalammelaksanakan tugas-tugas pelayanankepada publik harus baik (etis) apabilamemenuhi target atau tujuan yang telahditentukan sebelumnya tercapai. Tujuanyang dimaksud adalah tujuan publikbukan tujuan pemberi pelayanan(birokrasi publik); c) Kualitas layanan,

yaitu kualitas pelayanan yang diberikanoleh pada birokrat kepada publik harusmemberikan kepuasan kepada yangdilayani; d) Responsivitas, yaituberkaitan dengan tanggung jawabpejabat publik dalam meresponkebutuhan publik yang sangatmendesak. Mereka dalam menjalankantugasnya dinilai baik (etis) jika sangatresponsif dan memiliki profesionalitasyang tinggi; e) Akuntabilitas, yaituberkaitan dengan pertanggungjawabandalam melaksanakan tugas dankewenangan pelayanan publik. Birokratatau pejabat publik yang baik (etis)adalah yang akuntabel dalammelaksanakan tugas dankewenangannya.Selanjutnya, penyelenggaralayanan publik menurut (Maani, 2010)yang menjelaskan bahwa para pejabatpublik tidak mungkin dilepaskan daripraktik atau penerapan nilai-nilai etikapublik. Karena hal itu sangat berkaitandengan soal baik dan buruk di dalamtindakan manusia, maka tugas-tugasdari pejabat publik sebagai pelayanpublik tidak terlepas dari hal-haltersebut. Dalam jurnalnya, ia jugadisampaikan bahwa pejabat publikharus memiliki tindakan/praktik“melayani, bukan dilayani”; “mendorong,bukan menghambat”; “mempermudah,bukan mempersulit”; “sederhana, bukanberbelit-belit”. Standard pelayananpublik tersebut diperlukan untukpemenuhan atau perwujudan nilai-nilaidan norma-norma atas sikap danperilaku para pejabat publik dalam
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setiap pelayanan dan tindakannya untukmemberikan pelayanan prima terhadapmasyarakat luas. Adapun menurut(Denhardt, 1988) pejabat publik wajibmemiliki sikap, mental dan perilakuyang mencerminkan keunggulan watak,keluhuran budi, dan asas etis. Ia wajibmengembangkan diri agar sungguh-sungguh memahami, menghayati, danmenerapkan berbagai asas etis yangbersumber pada kebajikan-kebajikanmoral khususnya keadilan dalamtindakan jabatannya.
C. METODEMetode dalam penelitian inimenggunakan metode kualitatifdeskriptif. Metode kualitatif dinilaikompatibel untuk menganalisa danmemahami fenomena terkait praktiksosial politik dan tindakan aktor secaraholistik. Kemudian varian penelitian iniakan mampu mengejawantahkan datadeskriptif dalam beragam bentuk darimulai hal yang tertulis, ungkapan lisanmaupun tindakan aktor atau aksikelompok yang diteliti Adapun teknikpengumpulan data yang tim penulisgunakan yaitu metode wawancara –terhadap pejabat publik di lingkunganPemerintahan Kabupaten Tangerangdan kepada beberapa warga KabupatenTangerang– serta metode observasipartisipatoris dengan secara langsungmengikuti proses layanan publik yangdiselenggarakan oleh Pemkab.Tangerang. Hal demikian itu, akanbermanfaat sebagai bahan atau dataprimer dalam menunjang kekokohan

penelitian ini. Sedangkan data sekunderdiperoleh dengan melakukan studiliteratur dari beberapa sumber mediadan juga artikel jurnal serta naskahbuku. Jadi dalam tulisan ini kamimembahas tentang fakta sebenarnyadari pelayanan publik di lingkunganpemerintahan Kabupaten Tangerang.Fakta tersebut akan digali dariketerangan masyarakat KabupatenTangerang dan didukung dari datasekunder dari media massa. Sedangkanlaku etika pejabat publik yang akan kitaanalisis diperoleh dari wawancaralangsung dengan Wakil BupatiKabupaten Tangerang, Mad Romli. Etikapejabat publik juga akan digali darimasyarakat dengan mencari tahupengalaman mereka dalammenggunakan fasilitas pelayanan publik.Selanjutnya data-data yang sudahdidapat akan ditinjau dengan sudutpandang teori dan akan dilakukantriangulasi untuk menguji validitassuatu fakta atau fenomena. Data dalampenelitian ini diolah dengan caramelakukan analisis yang memakaibeberapa konsepsi seperti Etika Publikdan Pelayanan Publik. Teori-teoritersebut berperan sebagai pisau analisayang akan membantu tim penulis dalammenemukan jawaban dari pertanyaanpenelitian yang diajukan. Kemudianhasil penelitian akan diurai secaradeskriptif argumentatif pada bagianpembahasan yang mengacu padapenelisikan atas fakta atau fenomenayang ditemukan dalam penelitian ini.
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelayanan Publik di Kabupaten

TangerangKabupaten Tangerang diklaimmemiliki label baik di bidang PelayananPublik, hal ini bisa dilihat dari beberapapenghargaan terkait tentang pelayananpublik di Kabupaten Tangerang. Sepertidikutip dari bantenhits.com(25/09/2019) pada tahun 2019Kemenpan RB tetapkan SP4N-LAPORKabupaten Tangerang sebagaipercontohan Nasional. Lalu padaNovember 2019 Kemenpan RB kembalimemberikan penghargaan kepadaPemerintah Kabupaten Tangerangdalam hal ini OPD RSUD Balaraja denganpredikat pelayanan publik sangat baik.Beberapa Prestasi tersebut jugadikonfirmasi oleh Wakil BupatiTangerang, Romli. Dalam kesempatanwawancara dengannya, ia jugamenambahkan bahwa KabupatenTangerang mendapatkan penghargaandalam hal pelayanan KTP-Elektronik(KTP-El).Penjelasan Wakil BupatiTangerang serta data-data dari mediamenunjukan bahwa pelayanan publik diKabupaten Tangerang memang memilikiperingkat yang bagus. Namun di sinikami berusaha menggali fakta tentangpelayanan publik ini dari perspektifmasyarakat selaku pengguna layananpublik. Dari beberapa informan dalamwawancara kami ketika ditanya tentangbagaimana pelayanan publik yangmereka rasakan di KabupatenTangerang. Seperti penjelasan salah satu

informan kami (SP 20 th), ia pernahmengurus KTP-El di DinasKependudukan dan Catatan sipilKabupaten Tangerang dan iamenjelaskan bahwa pelayanan disanacukup responsif, bahkan KTP-Ellangsung jadi hari itu juga, namunmenurutnya sosialisasi terkait jadwalpengurusan KTP-El belum efektif danmenyebar secara luas kepadamasyarakat Kab. Tangerang karenamenurutnya masih banyak masyarakatyang belummengetahui jadwal tersebut.Informan lain berinisial RA (21 th)mengaku pernah membantu saudaranyamengurus administrasi untukmenggunakan layanan BPJS di salah-satu Rumah Sakit di KabupatenTangerang. Ia mengaku petugas layanandisana juga cukup baik dalam meresponkebutuhan yang mendesak semacam itu.Penjelasan dari pengguna layananPublik di Kabupaten Tangerangmemperlihatkan bahwa pelayananpublik disana mendapatkan pengakuanrelatif baik meskipun ada beberapaaspek yang masih harus ditingkatkanlagi. Sejalan dengan apa yangdisampaikan (Pasolong, 2007) bahwauntuk menilai baik buruknya suatupelayanan publik maka salah satuindikator nilai yang dapat dilihat adalahResponsifitas dan kualitas yangukurannya adalah kepuasan daripengguna layanan tersebut. Dari datayang ada jika dilihat dari sisiresponsifitas dan kualitas makapelayanan publik di KabupatenTangerang belum dapat sepenuhnya
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dikatakan baik karena pada beberapaaspek masih terdapat kekurangan yangharus diperbaiki. Pada pelayanan E-KTPmisalnya pengguna layanan mengakupuas karena petugas responsive tetapipada bagian yang lain misal tentangsosialisasi jadwal pengurusan E-KTPditemukan masih sangat kurangsehingga banyak pengguna layanantidak mengetahui penjadwalan berdasardomisili.Kemudian Wakil BupatiKabupaten Tangerang, Romli jugamenjelaskan bahwa para pegawai-pegawai di lingkungan Pemkab.Tangerang selama ini memang memilikikinerja yang baik, salah satunya merekaselalu memenuhi target. Salah satucontohnya ialah ia menekankan bahwasetiap Rumah Sakit di KabupatenTangerang mampu mengakomodirpengguna layanan Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.Artinya rumah sakit tidak bolehmenolak pengguna layanan BPJSKesehatan dengan alasan apapun,sekalipun kapasitas rumah sakitterbatas. Hal itu dilakukan oleh rumahsakit yang berada di bawah kewenanganPemkab. Tangerang. Ia juga menjelaskanbahwa di daerahnya memilki empatrumah sakit yang siap melayanimasyarakat. Dengan fakta tersebut(Pasolong, 2007) menjelaskan bahwauntuk menilai baik buruknya suatupelayanan publik maka salah satuindikator yang dapat dilihat adalah nilaiefektivitas. Artinya pelayanan publikharus dilakukan dengan etis dan mampu

mencapai target yang ditentukansebelumnya. Jadi pada pernyataan WakilBupati tersebut kita tidak bisa menilaibahwa dengan pemenuhan target dapatdikatakan efektif dan pelayanannya baikkarena efektifitas harus relevan denganapa yang didapatkan oleh penerimalayanan tersebut. Jika seandainya targettercapai bahwa semua penerima BPJSKesehatan dapat terlayani namundengan cara yang dipaksakan karenatuntutan target maka kualitas layananpublik seketika menjadi tidakberkualitas.Di samping itu Romli jugamenyampaikan bahwa fasilitaspelayanan publik yang disediakan olehPemerintah Kab. Tangerang bernamaSP4N-LAPOR sangat minim sekalipenggunaannya oleh masyarakat. Faktaini memperlihatkan bahwa efektifitasdari layanan publik tersebut masihsangat minim dan belum optimal.Setelah kami melakukan penggalianinformasi terhadap informan makajawaban atas persoalan ini adalahsesungguhnya masyarakat tidaksepenuhnya mengetahui tentang carapenggunaan fasilitas tersebut. Denganbegitu implementasi terkait sosialisasitentang program ini tentu perluditingkatkan lagi terlebih pelayanan iniberbasis daring yang membutuhkankecakapan teknologi informasi bagipenggunanya. Pada jawaban yang lainkami menemukan bahwa ada semacamketidakpercayaan publik terhadapfasilitas pengaduan itu bahwa keluhanmereka akan benar-benar diproses
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menjadi kebijakan yang diharapkan olehpublik. Sekiranya oleh karena sebab itu,mereka yang sudah mengerti carapenggunaan sistem teknologi informasipun menjadi apatis terhadap fasilitaspelayanan publik yang tersedia.
2. Etika Petugas Penyelenggara

Layanan Publik di Kabupaten
TangerangPada bagian ini kami akan cobamembongkar bagaimana penerapanetika yang dilakukan oleh petugaspenyelenggara layanan publik dilingkungan pemerintahan Kab.Tangerang. Dari sini kita akanmengetahui apakah penyelenggaralayanan publik menerapkan nilai-nilaietika atau justru nir-etika. Menurutpenjelasan Romli, memang ia menyadaribahwa penerapan etika dalam prosespenyelenggaraan pemerintahansangatlah penting terutama yangberkaitan dengan pelayanan terhadapmasyarakat. Ia menjelaskan bahwaselama ini ia dan jajaran pemerintahKab. Tangerang selalu mendorong agarmasyarakat diberikan pelayanan yangterbaik, bukan hanya baik dalam segikualitas infrastruktur tapi juga baikdalam segi prakti etika publik. Iamenyampaikan bahwa selama inipenyelenggara pelayanan publik dilingkungan pemerintahan KabupatenTangerang selalu menjunjung kode etik.Selain itu, Romli jugamenyampaikan bahwa fasilitas publikbernama SP4N-LAPOR salah satunyadiciptakan untuk mengakomodirkeluhan dan pengaduan masyarakat

terkait etika penyelenggara pelayananpublik di lingkungan pemerintahanKabupaten Tangerang. Namun faktanyapengaduan masyarakat terkait tindakanpelanggaran kode etik olehpenyelenggara pelayanan atau pejabatpublik hampir tidak ada, namun tidakada pengaduan bukan berarti tidak adapelanggaran kode etik. Apabila seorangpejabat publik atau birokratpenyelenggara pelayanan publik dalambekerjanya nir-etika publik makakinerja pelayanan publik menjadi burukdan akan timbul banyak pengaduan darimasyarakat yang dilayani (Ismiyarto,2016). Terlepas dari pendapat tersebuttetapi dalam riset ini kami menemukanbahwa minimnya laporan, pengaduandan keluhan dari masyarakat ternyatabukan disebabkan karena tidak adatuntutan tetapi karena sebagianmasyarakat tidak mengetahui caramenggunakan fasilitas tersebut dansebagian yang lain mengaku tidakpercaya bahwa dengan menyampaikanaspirasi melalui SP4N-LAPOR akanmenghasilkan kebijakan yang sesuaidengan keinginan dan harapan publik.Sementara itu, salah satuinforman menyampaikan kepada kamibahwa menurutnya pelayanan di rumahsakit yang ada di lingkunganpemerintahan Kabupaten Tangerangsaat ini sudah cukup baik. Hal ini iarasakan saat ada kerabatnya yang sakitdan yang bersangkutan menggunakanlayanan rumah sakit melalui programBPJS Kesehatan yang disediakan olehpemerintah. Ia mengakui bahwa proses
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pelayanan yang diberikan kepada pasienBPJS Kesehatan tidak ada unsurdiskriminatif sekalipun ia hanyapengguna BPJS Kesehatan kelas tiga. Jadipelayanan publik yang ada di sana sudahmemiliki nilai equality yang mampumemberikan kesamaan perlakukankepada pengguna layanan publiksehingga pengguna layanan merasabahwa mereka diperlakukan dengan adildan setara. Hal serupa disampaikan oleh(Denhardt, 1988) yang mengungkapbahwa dalam pelayanan publik adabeberapa standar nilai moral yang harusdipenuhi di antaranya adalah nilaikesamaan (equality) dan keadilan(justice). Jadi, pengakuan darimasyarakat Kabupaten Tangerangtersebut memperlihatkan adanyaimplementasi nilai moral padapelayanan publik di daerah itu.Sekali lagi bila mengacu padaformulasi (Haryatmoko, 2011) tentangetika publik menuntut tiga kompetensipejabat publik yaitu kompetensi etika,teknis, dan kepemimpinan, maka adabeberapa temuan menarik yang kamidapati dari pengakuan beberapamasyarakat yang puas terhadappelayanan publik karena laku etika daripejabat publiknya. Namun jika kita pakaikonsepsi tersebut sebagai perspektifyang lebih objektif untuk menentukanetika pada pejabat publik di lingkunganpemerintahan Kabupaten Tangerang,maka kita aka temukan bahwamanifestasi etika dalampenyelenggaraan pelayanan publikmasih kurang optimal. Pasalnya pada

ranah teknis misal kita akanmenemukan bahwa ada beberapa halseperti sosialisasi yang kurang massifterkait jadwal pengurusan KTP-El danpemanfaatan layanan SP4N-LAPOR.Kemudian pembahasan tentangperlunya mendorong pembentukankepemimpinan publik bagi pejabatpublik agar memahami, menghayati danmempraktikan etika (aktualisasikompetensi etika) masih menjadi bagainyang belum difokuskan oleh pemerintahKab. Tangerang. Hal demikian ini kamidapati setelah melakukan wawancaradengan Romli sebagai Wakil BupatiTangerang. Meskipun ia mengakubahwa para pegawainya selalumematuhi aturan dan memenuhi target.Tetapi persoalan etika bukan hanyatentang itu melainkan juga tentangpertimbangan moral dari pejabat publikterkait etika publik yang dasarnyaadalah hati nurani bukan sekedartuntutan dan “paksaan” dari atasansemata (Bertens, 2013).Sedangkan menurut (Nau, et. al.,2012) prinsip pengejawantahan etikadalam pelayanan publik dapat terlihat diantaranya dari tutur kata, sikap, danperilaku para pemberi pelayanan publik.Berangkat dari pendapat tersebut, kamiselaku tim penulis dalam observasipartisipatoris yang dilakukan saatmenggunakan layanan publik di sanatepatnya ketika mengajukanpermohonan wawancara dengan WakilBupati, kami mendapatkan perlakuanyang sesuai dengan standar administrasiyang berlaku dan dilayani sebagaimana
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mestinya, namun lagi-lagi semuanyaseakan-akan dilakukan atas dasartuntutan administrasi karena sikapramah dan sopan yang berbasis hatinurani sebagaimana diungkapkanBertens tidak kami rasakan. Begitupulayang diungkapkan oleh beberapainforman yang mengaku puas dalampelayanan publik perihal administrasisedangkan sangat minim pernyataanresponden yang mengaku puas karenamendapatkan perlakuan santun atauadanya tutur kata yang baik daripenyelenggara layanan tersebut.
3. Telaah Perwujudan Etika dan

Kualitas Pelayanan Publik di
Kabupaten TangerangSetelah kita kuliti tentangpelayanan publik dan etikapenyelenggara layanan publik dilingkungan pemerintahan KabupatenTangerang, maka pada bagian ini kamiakan membahas tentang bagaimanapengaruh etika terhadap tingkatpelayanan publik. Jika (Maani, 2010)menjelaskan bahwa penyelenggarapelayanan publik atau pejabat publiksesungguhnya perlu mengejawantahkannilai-nilai etika. Karena etika berkaitandengan soal kebaikan dan keburukan didalam hidup manusia, maka tugas-tugasdari birokrasi pelayan publik pun tidakterlepas dari hal-hal yang baik danburuk. Sedangkan (Endah, 2018)menyampaikan bahwa penerapan etikaoleh aparatur pemerintahan dapatmenjadi kontrol dalam rangkamelaksanakan tugas, fungsi dan

kewenangannya dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat.Kabupaten Tangerangmendapatkan sejumlah penghargaandalam hal pelayanan publik. Dalam risetyang kami lakukan terhadap beberapamasyarakat dan pejabat di sana sertaobservasi langsung, maka kamimenemukan bahwa memang benarpelaksanaan pelayanan publik sudahdilakukan dengan baik seperti padapelayanan pasien BPJS Kesehatan danpelayanan KTP-El. Namun setelahdikuliti lebih dalam ternyata masihterdapat beberapa hal yang dinilaikurang optimal dalam pelayanan publiktersebut misal dalam hal sosialisasipengurusan jadwal KTP-El yang masihbelum banyak diketahui olehmasyarakat Tangerang. Dengan faktalapangan tersebut maka kita bisamelihat bahwa pelayanan publik dilingkungan pemerintah KabupatenTangerang masih belum sepenuhnyabaik karena ada beberapa aspek yangmasih harus ditingkatkan terutamamengenai sosialisasi jadwal pengurusanKTP-El berdasar pada basis domisili dansosialisasi dan penggalanganpenggunaan SP4N-LAPOR.Fenomena sosial tersebutditegaskan pula oleh (Bisri dan Asmoro,2019) yang menyampaikan bahwa etikapelayanan publik adalah suatu tata caradalam melayani publik denganmenggunakan kebiasaan yangmengandung nilai-nilai hidup danhukum atau norma yang mengaturtingkah laku manusia yang dianggap
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baik. Jadi jika kita lihat fenomenatersebut memang benar bahwapelayanan publik tidak mungkin bisadilakukan dengan baik jika dipisahkandengan etika. Karena etika memilikidefinisi filosofi yaitu: (1) etika berkaitandengan logika, berkaitan dengan benardan salah; (2) etika berkaitan denganperilaku juga baik dan buruk; (3) etikaberkaitan dengan estetika yaitu selarasdan tak selaras, indah atau jelek (Endah,2018). Jadi di sini kita bisa mulai melihatbahwa ternyata prestasi yang diperolehpemerintah Kabupaten Tangerangterkait pelayanan publik tidak dinilaiatas penerapan etika dalam prosespelayanannya. Karena faktanya kamimenemukan bahwa manifestasi etikadalam pelayanan publik masih sangatminim diejawantahkan oleh kebanyakanpejabat publik yang ada di lingkunganpemerintahan Kab. Tangerang.Fakta menunjukkan besarnyapengaruh etika terhadap kualitaspelayanan publik di KabupatenTangerang. Karena pelayanan publikyang sudah mendapatkan banyakprestasi dan penghargaan pun ternyatamasih ditemukan kekurangannya ketikaditinjau dari perspektif etika publik. Jadipenghargaan atas sejumlah pelayananpublik di wilayah itu tidak dinilaiberdasarkan muatan etika publikmelainkan hanya dinilai daripelaksanaan administrasi yangdilakukan. Pasalnya pada pelayananpublik yang mendapatkan penghargaanpun kami menemukan bahwa

manifestasi etika dari penyelenggarapelayanan publik masih kurang optimal.Jadi kualitas pelayanan publiktidak hanya dipengaruhi oleh sistemadministrasi yang tertata rapihmelainkan lebih besar dipengaruhi olehlaku etika penyelenggaranya. Jikapelayanan publik dilakukan denganpenerapan etika yang baik maka kualitaspelayanan pun akan baik pula. Namunjika sebaliknya pelayanan publikdilakukan dengan nir-etika makakualitas pelayanan akan menjadi buruk.Pada kasus pelayanan publik dilingkungan pemerintahan KabupatenTangerang kita bisa melihat fenomenaini ketika digali dari perspektif etikapublik. Ternyata data dan fakta yangdiperoleh menunjukkan bahwa lakuetika pejabat publik yang masih minimdipraktikkan di lingkunganpemerintahan Kabupaten Tangerangmemengaruhi kualitas pelayanan publikdan kepuasan publik terhadaplayanannya dinilai masih kurang optimal.
E. SIMPULAN DAN SARAN
1. SimpulanDari riset yang kami lakukanakhirnya didapati kesimpulan bahwakualitas pelayanan publik di lingkunganpemerintahan Kabupaten Tangerangmemiliki keterkaitan yang sangat kuatdengan laku etika pejabat publik.Kualitas pelayanan yang memilikipredikat baik dan syarat dengan raihanprestasi serta penghargaan sekalipunternyata masih ditemukan kekuranganketika ditinjau dari perspektif etika
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publik. Sejumlah penghargaan terkaitpelayanan publik tersebut ternyata tidakdiukur berdasarkan muatan etikapejabat publiknya, melainkan hanyaberdasar atas pelaksanaanadmininstrasi saja. Pelayanan publiktidak bisa dilepaskan dari implementasinilai-nilai etika. Semakin pelayanandilakukan dengan syarat etika makakualitas pelayanan yang diberikankepada masyarakat juga akan semakinberkualitas. Namun jika pelayanandilakukan dengan nir-etika makakualitas pelayanan akan jauh dari katabaik.
2. SaranBerdasarkan hasil penelitian inimaka kami menyarankan pertama,kepada pihak Pemerintah KabupatenTangerang khususnya dan kepadapemangku kepentingan secara umumagar pelayanan publik yang diberikankepada masyarakat dimaksimalkandengan mengejawantahkan muatanetika sebagai pokok yang penting dalampelayanan, serta menerapkan danmengawasi regulasi –baik dalam bentukkode etik maupun slogan yang biasatertera di spanduk– yang sudah adasecara tegas untuk mengatur laku etikapenyelenggara pelayanan. Kedua, kamimenyarankan kepada masyarakat agarsenantiasa bersikap kritis apabilaterdapat pelayanan publik yangterkesan nir-etika dan tidakmenjalankan fungsi pelayanan denganbaik, maka masyarakat bisa menuntuthaknya dengan melakukan pengaduankepada pihak terkait. Ketiga, kami

menyarankan kepada para civitasakademika agar terus melakukanpendalaman riset terkait praktik etikapublik dalam pelayanan publik agardidapati standard etika bagipenyelenggaraan pelayanan publik yangberkualitas tinggi.
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